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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku terhadap:

1. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual vang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf

d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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KATA PENGANTAR,

Bismillahirrahmaanirrahiim....

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu
menyelesaian buku ini dengan baik. Buku ini sebagai sumbangsih pemikiran
dalam dunia perkenomian syariah yang saat ini menjadi trending topic namun
perangkat regulasinya tidak seimbang dengan perkembangannya. Oleh karena
itu Penulis ingin menggambarkan bagaimana bisnis syariah ini di lapangan
jika terjadi permasalahan. Adapun aturan tentang perkonomian syariah
tercantum dalam Pasa 47 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang
Perubahan atats Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagai leg generalis dalam bidang ekonomi syariah yang memuat
tentang ekonomi syariah pada Pasal 49 huruf (i). Namun sampai saat ini
mekanisme penyelesaian terutama masalah sengketa syariah masih belum
tersusun dengan baik. Dalam hal ini penyelesaian dalam  sengketa
pembiayaan syariah terjadi dua cara, yaitu dengan berpedoman pada fatwa dan
ada juga berpedoman masih pada hukum lama yaitu dengan dengan
mekanisme fiducia.

Pembiayaan oleh Koperasi Simpan Syariah banyak mengandung resiko,
sehingga dalam pelaksanaannya memperhatikan asas-asas pembiayaan. Guna
mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan maka diperlukan
jaminan.

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi
kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian pinjaman yang ia berikan
kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk
dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai
benda jaminan harus lebihtinggi dari jumlah pinjaman kredit, dengan harapan
ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup
pinjaman yang kreditur berikan. Persoalan jaminan dalam wacana figih
berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang-piutang) antara
seseorang dengan pihak lain. Dalam wacana figih jaminan dalam pembiayaan
murabahah diperbolehkan, apabila kita tinjau dari aspek regulasinya dalam hal



ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman Lembaga
Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Penulis sangat setuju Prinsip syariah ini, karena baik pihak kreditur
maupun debitur keduanya memiliki resiko, dimana keduanya bisa
mendapatkan keuntungan dan keduanya bisa mendapatkan kerugian.
Keuntungan kreditur mendapat hasil atas jual beli Murabahah, sedangkan
keuntungan debitur adalah usahanya dapat lebih maju. Tetapi keduanya juga
dapat menderita kerugian, kreditur mengalami kredit macet sedangkan debitur
usahanya gagal.

Menurut pasal-pasal tersebut KSPPS dilarang melakukan kegiatan usaha
yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam akad Murabahah. Dengan
demikian apabila terjadi Ingkar janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan
suatu akad Murabahah maka diselesaikan dengan Prinsip Syariah yaitu yaitu
prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Adapun fatwa yang relevan dengan permasalahan ini adalah Fatwa
DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Menurut hemat Penulis jika menggunakan cara penyelesaian
konvensional tentaunya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.
Tetapi jika menggunakan fatwa maka di situ terdapat magashid syariahnya,
namun sayangnya fatwa hanya sebuah petuah, tidak mengandung sanksi
hanya sebagai jawaban, tetapi sebenarnya itu adalah hukum Allah SWT yang
diijtihadkan oleh para ulama, sebagai jawaban dari permasalahan. Menurut
penulis agar memliki kekuatan hukum, fatwa bisa diadopsi ke dalam sebuah
perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum.

Penulis berharap buku ini dapat membuka pemikiran kita semua bahwa
hukum syariah itu tidak hanya diberlakukan oleh orang beragama Islam tetapi
juga berguna bagi agama yang lain jika ingin menggunakannya.

Palangkaraya, 8 Juni 2023
Hormat Penulis,

Dr. Hj. Novea elysa wardhani, S.H., M.H
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BAB |
PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik.
Sistem ekonomi ini tidak hanya di perbankan, namun mencakup semua sistem
keuangan. Mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun
dan koperasi. Pangsa pasar ekonomi Islam di Indonesia sangat luas, hal ini
disebabkan karena Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga
tidak diragukan penerapan sistem ini.

Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun
dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus
tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, baik yang
bersifat internal. aupun yang bersifat eksternal.

Pada tataran teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh berbagai
konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada tataran praktis belum
tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang lebih luas dalam
pelaksanaan Ekonomi Islam. Adapun dari aspek internal adalah sikap umat
Islam sendiri yang belum maksimal dalam menerapkan ekonomi Islam.
Sedangkan dari aspek eksternal adalah praktik-praktik kehidupan ekonomi
yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional.

Kebangkitan ekonomi dan bisnis dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam
telah menjadi fenomena yang menarik dalam dua dekade terakhir ini.
Kesadaran untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam merupakan
jawaban atas berbagai persoalan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh
sistem ekonomi ribawi. Kedua, nilai dasar kebersamaan. Artinya dalam
penggunaan dan pengelolaan harta kekayaan dan kegiatan ekonominya,
manusia dan pelaku pasar tidaklah boleh hanya berpikir untuk keuntungan
dirinya semata tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Ketiga, nilai dasar
keadilan. Seseorang dalam Islam dalam perilaku ekonominya harus
menjunjung tinggi nilai dasar keadilan dan tidak boleh berlaku zalim baik
kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Keempat, nilai dasar
keseimbangan. Seseorang dalam perilaku ekonominya selain dituntut untuk
peduli kepada lainnya juga harus mampu berbuat benar dengan baik antara
pendapatan dan pengeluarannya, antara kepentingan individu dengan sosial,



material dan spiritual, dunia dan akhirat. Oleh karena itu agar nilai-nilai dasar
dan kondisi tersebut dapat terwujud, Islam telah menetapkan seperangkat nilai
instrumental yang berguna bagi mewujudkan hal-hal di atas yaitu, pertama,
Islam sangat mendorong, terciptanya kerja sama antara pelaku ekonomi,
ketiga, adanya perintah seperti zakat, infak, dan sedekah, bagi membela orang
yang terpinggirkan oleh mekanisme pasar. Keempat, pelarangan terhadap
praktik ribawi dan beberapa perilaku tercela lainnya karena hal demikian akan
membawa kemudharatan baik kepada yang bersangkutan maupun orang lain.
Kelima, adanya peran negara, di mana untuk terciptanya kesejahteraan
ekonomi kemaslahatan umum maka negara dalam Islam tidaklah bisa
menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ekonomi tersebut kepada
mekanisme pasar. Ada hal-hal yang mengharuskan adanya keterlibatan
negara, terutama dalam Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi
syariah adalah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah
merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan
demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam
atau syariah dalam bidang ekonomi.

Menegakkan fungsi-fungsi amar makruf dan nahi munkar agar tercipta
kemaslahatan bagi setiap orang, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana diketahui, bahwa konsep ekonomi syariah meletakkan
nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Salah
satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata
masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Filosofi sistem keuangan syariah “bebas bunga” (larangan riba) tidak
hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti
yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus
menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagaan
untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang
sejahtera secara menyeluruh.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Koperasi.
Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai
peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Koperasi atau
Lembaga keuangan non bank ini digunakan sebagai perantara, yaitu antara



penghimpunan dari masyarakat yang berkelebihan dana dengan masyarakat
yang kekurangan dana yang dapat di produktifkan untuk suatu usaha atau
konsumsi dari masyarakat tersebut dan bergerak atas dasar kekeluargaan.

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang
mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan
meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan
perekonomian. Unsur-unsur penting dari kalimat tersebut adalah adanya
orang-orang, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan
yang sama, dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi.
Jadi sejak awal sebuah koperasi termasuk koperasi syariah menjalankan
usahanya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar dan wajib
memanfaatkan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri,
sebagai cara utama untuk ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal.
Sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya.

Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada dasarnya juga
menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para
pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak
melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum
dan kesusilaan, jadi yang membedakan dengan asas kebebasan berkontrak
yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syariat Islam, yang melarang
dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung Riba (bunga), Maisir (spekulasi
atau judi), Gharar (tipu muslihat), Dzalim (kejahatan) dan risywah (suap).!

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki
payung hukum yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang setelah
dibatalkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh
Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-1X/2013 Tentang Bentuk Usaha,
Kepengurusan, Serta Modal Koperasi. Namun demikian dalam praktiknya,
berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di
bawah undang-undang, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015

1 Lihat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Yang
Berkaitan Dengan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan
Prinsip Syariah.



tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan
Syariah Oleh Koperasi dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan koperasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Pasal 1 angka 36 Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPS
Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau
lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.?

Adapun produk pembiayaan Syariah oleh Koperasi ini salah satunya
dibuat dalam bentuk akad murabahah. Akad ini didaulat menjadi kunci dari
seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Murabahah
adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli
biasa yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan koperasi sebagai
penjual. Produk murabahah ini biasa digunakan antara lain untuk pembiayaan
property, pembelian kendaraan, dan pembelian kebutuhan konsumtif.
Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus
dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan dan keuntungan tidak
boleh berubah sepanjang akad.

Selain itu, dalam buku Akad Syariah, Irma Devita Purnamasari, S.H.,
M.Kn. menjelaskan antara lain bahwa sebagai salah satu rukun akad, objek
dalam Murabahah yaitu barang yang dijual harus secara prinsip sudah beralih
kepemilikannya ke tangan penjual.®

Jadi, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam
Murabahah barang yang dijual harus secara prinsip sudah beralih
kepemilikannya ke tangan penjual. Karena itu, nasabah dapat secara bebas

2 pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

3 Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno,Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah,dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah,(Cet. 1; Bandung
:Kaifa, 2011),h. 6



menjual barang (objek) perjanjian Murabahah, walaupun belum dilunasi
pembayarannya.
Syaikh Shalih Al-Fauzan —hafizhahullah- berkata :

“Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya
dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti
seseorang mengatakan, “saya beri anda hutang dengan syarat
dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat
anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku
sesuatu’”’.

Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk
ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika
yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan
darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu,
tidak terlarang mengambil tambahan.

Pembiayaan oleh Koperasi Simpan Syariah banyak mengandung resiko,
sehingga dalam pelaksanaannya memperhatikan asas-asas pembiayaan. Guna
mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan maka diperlukan
jaminan.

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi
kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian pinjaman yang ia berikan
kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk
dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai
benda jamina harus lebihtinggi dari jumlah pinjaman kredit, dengan harapan
ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup
pinjaman yang kreditur berikan.

Persoalan jaminan dalam wacana figih berkaitan dengan masalah adanya
hubungan hukum (hutang-piutang) antara seseorang dengan pihak lain. Dalam
wacana figih jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan, apabila
kita tinjau dari aspek regulasinya dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-
MUI yang menjadi dasar pedoman Lembaga Keuangan Syariah dalam
melakukan kegiatan usahanya.

4 Dewi Nurul Musjtari,Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan

Syariah,(Yogyakarta : Nuha Medika, 2012), him. 93



Penulis sangat setuju Prinsip syariah ini, karena baik pihak kreditur
maupun debitur keduanya memiliki resiko, dimana keduanya bisa
mendapatkan keuntungan dan keduanya bisa mendapatkan kerugian.
Keuntungan kreditur mendapat hasil atas jual beli Murabahah, sedangkan
keuntungan debitur adalah usahanya dapat lebih maju. Tetapi keduanya juga
dapat menderita kerugian, kreditur mengalami kredit macet sedangkan debitur
usahanya gagal.

Piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang
tersebut jatuh tempo, tidak dilunasi oleh pemegang utang sebagaimana
mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan, atau sebab apapun yang
menimbulkan piutang tersebut.

Menurut pasal-pasal tersebut KSPPS dilarang melakukan kegiatan usaha
yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam akad Murabahah. Dengan
demikian apabila terjadi Ingkar janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan
suatu akad Murabahah maka diselesaikan dengan Prinsip Syariah yaitu yaitu
prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Adapun fatwa yang relevan dengan permasalahan ini adalah Fatwa
DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Kriteria wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan suatu akad
adalah sebagai berikut
1. Tidak melakukan apa yang dijanjiakan untuk dilakukannya;atau
2. Melaksanakan apa yang dijajikannya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikannya;atau
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pengaturan Akad murabahah ini seharusnya tunduk pada prinsip syariah
yaitu berdasarkan fatwa dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun
2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak
Mampu Membayar, apabila terjadi wanprestasi objek jaminan murabahah

5 Menurut Pasal 1 Butir 2 Keputusan Menteri Keuangan No.
293/KMK09/1993



atau objek lainnya dapat dijual oleh nasabah atau Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dalam hal ini Koperasi Syariah atau KSPPS. Sedangkan menurut UUJF
Pasal 29 ayat( 1) huruf “ b” apabila debitur cidera janji maka objek Jaminan
Fidusia akan dijual oleh Penerima Fidusia (KSPPS) melalui pelelangan
umum.

Berdasarkan hal di atas, terjadi pertentangan norma yang menimbulkan
ketidakpastian hukum, dimana pengaturan perjanjian pada Akad Murabahah
selain mengacu pada UUJF yaitu objek akad dilekatkan Akta Fidusia yang
dibuat secara notariel, di samping itu akad Murabahah tunduk pada Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, suatu akad muamalah atau
akad produk Kopreasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS,
hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf “b”
jo Pasal 21 ayat (4) menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada
anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk
pinjaman berdasarkan akad gard dan pembiayaan dengan murabahah, salam,
istishna, mudharabah, musyarakah,ijarah, ijarah muntahiya bittamlik,
wakalah, kafalah, dan hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
syariah, dan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan
koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis dengan akad sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya jika
penyelesaian kredit macet mengacu pada Akta Fidusia yaitu berdasarkan
UUJF maka penyelesaiannya tidak berdasarkan prinsip syariah, tetapi
mengacu pada Vendue Regelement.

Menurut Wahbah al-Zuhaili® dan Ibnu Abidin’ yang dimaksud dengan
kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai
dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat
hukum pada objeknya. Dalam kaitan terminologi ini Nasroen Haroen®
menjelaskan bahwa pecantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat

8 lbid
7 Ibid
8 Nasrun Haroen,Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000)h. 97



dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih
tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam.

Semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan
(ridha al- taradhi) semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang
berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai
syarat terwujudnya semua transaksi.

Kerelaan adalah sikap bathin yang abstrak (amr khafy).” Untuk
menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak yang telah dicapai, diperlukan
indokator yang merefleksikannya. Indikator yang dimaksud adalah formulasi
(sighot) ijab kabul. Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat secara
jelas terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara
memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika
kontrak dilakukan.

Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum
perdata umum dalam hal kerelaan dalam membuat kontrak. Dalam hukum
perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela,
meskipun tidak memerhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum Islam,
nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh keran itu kemerdekaan seseorang
dalam membuat kontrakn tidak boleh menyimpang darim ketentuan agama
Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan
kerelaannya. Dengan kata lain, Hukum Islam pada dasarnya memberi
kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginanya, tetapi
yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga
jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak
yang dibuatnya.

9 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)h, 80
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alisme perjanjian dalam
operasi simpan pinjam syariah
ditenggarai oleh, sebagai
an preventif atau pencegahan, di
¥ saql terdapat sengketa di pengadilan.
. Méngingat, juga terdapat dualisme
I penyelesaian kredit macet di
Permenkop. Satu sisi menggunakan hukum
syariah berlandaskan pada fatwa dan satu sisi lain
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